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Adanya suatu hubungan yang melibatkan sedikitnya dua pihak antara pemberi kerja dengan
buruh/pekerja dalam mencapai keuntungan dikedua pihak. Hubungan ini dapat disimpulkan
sebagai hubungan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan menjelaskan Hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan
perintah. Maka dari kegiatan ini muncullah istilah hubungan kerja yang terbentuk atas adanya
kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Dalam kesepakatan yang dimaksud
menimbulkan hak dan kewajiban baik sebagai pemberi kerja maupun pekerja itu sendiri.
Kesepakatan inilah yang menjadi awal terciptanya perjanjian kerja. Maka dari situlah apakah
pemutusan hubungan kerja dengan alasan penolakan mutasi yang terjadi ini karena ada
ketimpangan hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah mutasi dapat menjadi syarat dalam
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang
menjadi dasar untuk melindungi pekerja yang melakukan penolakan Mutasi.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif. Sifat penelitian preskriptif. Tipe dalam
penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan
menelaah semua aturan perundang-undangan terkait dengan pemutusan hubungan kerja karena
menolak mutasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier dengan cara studi kepustakaan (library research).

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Mutasi tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun
peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Ketenagakerjaan, tetapi sering
dikaitkan dengan Pasal 32 UU ketenagakerjaan. Namun dalam perjanjian kerja
maupun peraturan perusahaan dapat saja mengatur tentang adanya permutasian
selama tidak bertentangan dengan pasal terkait, maka penolakan mutasi yang
dilakukan pekerja/buruh bisa saja dikualifikasikan sebagai penolakan perintah kerja
karena melanggar perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan.

2. Perlindungan hukum sebelum terjadinya phk harus dilakukan perundingan terlebih
dahulu yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.
Jalan terakhir penyelesaian pemutusan hubungan kerja jika jalur perundingan gagal
ialah dengan penetepan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial (PPHI) seperti dalam ketentuan Pasal 151 angka (3) dan (4) UU Cipta
Kerja. Adapun bentuk perlindungan hukum setelah terjadinya PHK ialah
perusahaan/pemberi kerja memiliki kewajiban untuk membayar uang pesangon
dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian yang menjadi hak



pekerja/buruh terkait dengan besaran yang telah ditetapkan dalam UU Cipta Kerja
Pasal 156.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah mutasi dapat menjadi syarat dalam
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang
menjadi dasar untuk melindungi pekerja/buruh yang melakukan penolakan Mutasi. Penelitian
skripsi ini menggunakan metode normatif. Sifat penelitian preskriptif. Tipe dalam penelitian
ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier
dengan cara studi kepustakaan (library research).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, Mutasi tidak diatur dengan jelas
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lainnya di
bidang Ketenagakerjaan, tetapi sering dikaitkan dengan Pasal 32 UU ketenagakerjaan. Namun
dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan dapat saja mengatur tentang adanya
permutasian selama tidak bertentangan dengan pasal terkait, maka penolakan mutasi yang
dilakukan pekerja/buruh bisa saja dikualifikasikan sebagai penolakan perintah kerja karena
melanggar perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan. Kedua, perlindungan hukum
terlebih dahulu melalui perundingan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau
arbitrase. Jika penyelesaian tidak dapat dihindari maka jalan terakhir penyelesaian pemutusan
hubungan kerja ialah dengan penetepan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial (PPHI) seperti dalam ketentuan Pasal 151 angka (3) dan (4) UU Cipta Kerja. Jika
terjadi PHK terhadap pekerja/burun maka perusahaan wajib membayar uang pesangon
dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian berdasarkan Pasal 156 UU Cipta
Kerja.

Kata Kunci (keyword): Pemutusan Hubungan Kerja, Mutasi
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